BAB I1
PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

A. Jepang Masuk Ke Indonesia

Jepang pernah menjadi satu-satunya negara di Asia yang
mampu menjadi negara imperialis dengan usaha-usaha yang
dilakukannya yaitu melakukan politik ekspansi ke kawasan Asia
Pasifik termasuk Hindia Belanda.

Kekuatan perang Jepang di Asia Pasifik mengintimidasi
eksistensi kolonialis Eropa dan Amerika Serikat. Di dalam
negerinya, kekuatan fasisme militeristik yang didukung oleh
kelompok Zeibatsu (kapitalis) mendorong konfrontasi semakin
nyata dan seluruh potensi diarahkan untuk suksenya politik perang.
Kampanye perang pembebasan rakyat Asia dari cengkraman
penjajahan berhasil memperoleh dukungan dari unsur-unsur
nasionalis dan mayoritas rakyat Jepang. Di luar Jepang, Sendenbu
(organisasi propaganda) sangat efektif membentuk opini di tengah-
tengah rakyat Asia Timur dan Asia Tenggara bahwa perang Jepang
adalah perang pembebasan untuk kemakmuran bersama Asia Timur
Raya, maka seluruh rakyat Asia harus berhimpun di bawah
pimpinannya untuk melenyapkan penjajahan.!

Program yang dilancarkan oleh Jepang, yakni untuk
membentuk persemakmuran bersama Asia Timur Raya, mendapat
sambutan positif dari rakyat Asia dan Pasifik umumnya, khususnya

Indonesia. Oleh karena itu, kedatangan Jepang di Indonesia tidak

! Hendri F. Isnaeni dan Apid, Romusa Sejarah Yang Terlupakan, (Yogyakarta:
Ombak, 2008), p.15.
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mendapat perlawanan bahkan disambut senang hati sebagai saudara
tua yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dan
penjajahan bangsa Barat khususnya Belanda. Di Indonesia,
Sendenbu (organisasi propaganda) mengombinasikan kampanyenya
dengan isu lokal yang sejak awal mengarahkan pandangan rakyat
untuk menyambut dan menerima kedatangan Jepang. Pamflet
propaganda yang disebarkan melalui udara beberapa hari sebelum
perang isinya sangat Indonesia:

“Kami mempermaklumkan kepada saudara kedatangan
balatentara Jepang. Bala tentara Jepang akan mendarat di
Indonesia untuk mewujudkan ramalan Sri Baginda Jayabaya.
Ingat! Sri Baginda Jayabaya telah berkata, orang-orang kuning
akan datang dari utara untuk membebaskan rakyat Indonesia
dari perbudakan Belanda. Nantikan orang-orang berkulit
kuning. "2

Selanjutnya Jepang melancarkan imperialismenya dengan
doktrin Hakko I Chiu atau Pan Asia (Persemakmuran bersama Asia
Timur Raya). Pan Asia bertujuan untuk meningkatkan kerja sama
antara bangsa dan negeri kawasan Asia serta menguatkan hubungan
ekonomi perdagangan dan kebudayaan di bawah kepemimpinan
Jepang. Selain itu, doktrin Pan Asia juga bertujuan untuk
menghapuskan imperialisme Barat di Asia dan Pasifik.>

Usahanya dalam membangun suatu imperium di Asia, Jepang
telah meletuskan perang Asia Pasifik. Pada tanggal 08 Desember
1941 Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan membom Pearl

Harbor yaitu pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah

2 Benhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta:

LP3ES,1987), p.266.

®F Isnaeni, Romusa Sejarah... p.16.
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lima jam penyerangan atas Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Jhr.
Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachhower menyatakan
perang terhadap Jepang.

Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang telah pula menyerbu ke
Indonesia (Hindia Belanda) dengan mendaratkan tentaranya di
Tarakan, Kalimantan Timur, selanjutnya keesokan harinya
Komandan Belanda di pulau itu menyerah pada tanggal 2 Januari
1942. Tidak lama kemudian pada tanggal 24 Januari 1942,
Balikpapan yang merupakan sumber minyak kedua jatuh ke tangan
tentara Jepang. Setelah pada tanggal 29 Januari 1942 Pontianak
berhasil didudukinya menyusulah pada tanggal 03 Februari 1942
Samarinda. Sesampainya di Kotabangun pada tanggal 05 Februari
1945 tentara Jepang melanjutkan peneyerbuannya ke lapangan
terbang Samarinda Il, yang waktu itu masih dikuasai oleh Tentara
Hindia Belanda. Setelah berhasil direbutnya lapangan terbang itu
pada hari berikutnya, maka dengan mudah pula Banjarmasin
diduduki oleh tentara Jepang pada tanggal 10 Februari 1942."

Dalam gerakannya ke Indonesia, pada tanggal 14 Februari
1942 diturunkan pasukan payung di Palembang. Dua hari kemudian
yakni pada tanggal 16 Februari 1942 Palembang dan sekitarnya
berhasil diduduki. Setelah jatuhnya Palembang itu sebagai sumber
minyak maka terbukalah pulau Jawa bagi tentara Jepang. Dalam
menghadapi ofensif Jepang, dibentuk suatu komando gabungan
oleh pihak Sekutu, yang disebut ABDACOM (American British

Dutch Australian Command) bermarkas besar di Lembang,

* Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional
Indonesia VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), p.1.
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Bandung dengan panglimanya Jenderal Sir Archibald Wavell.
Sedangkan Letnan Jenderal H. Ter Poorten diangkat sebagai
panglima Tentara Hindia Belanda.®

Pada tanggal 1 Maret 1942, di bawah pimpinan Vince Admiral
Takahashi, bala tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa
menggunakan tiga tempat pendaratan. Pertama, di Merak, Teluk
Banten. Dalam pendaratan ini terdapat Letnan Jenderal Hitoshi
Imamura beserta stafnya. Kedua, pendaratan dilakukan di Pantai
Eretan Wetan, pantai utara bagian Jawa Barat, di bawah pimpinan
Kolonel Shoji beserta satuan Angkatan Udara yang dipersiapkan
untuk menggempur Pangkalan Udara Kalijati, Subang, Jawa Barat.
Tempat pendaratan ketiga adalah di Sragen, Jawa Tengah, di bawah
Komando Brigade Sakaguci.

Jepang memilih ketiga tempat pendaratan tersebut dengan
perkiraan bahwa pertahanan diketiga tempat tersebut lemah.
Perkiraan tersebut tepat, sebab ketika mendarat bisa dikatakan tidak
mendapat perlawanan yang berarti. Ada perlawanan kecil saja dari
sisa-sisa kapal perang sekutu yang akan mengundurkan diri ke
Ceylon (Sri Lanka).

Upaya pendaratan tersebut diikuti dengan gerakan pasukan
untuk menguasai kota-kota pedalaman. Gerakan pasukan Jepang
dari arah Banten mengancam posisi Batavia sebagai ibu kota
pemerintahan. Maka pada tanggal 4 Maret 1942, pemerintah Hindia
Belanda menyatakan Batavia sebagai daerah terbuka dan seluruh
aparatur pemerintahan pusat dialihkan ke Bandung. Kekosongan

kekuasaan menyebabkan tidak ada perlawanan sama sekali ketika

*Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional... p.2.
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bala tentara Jepang menguasai Batavia pada tanggal 5 Maret 1942
dan kemudian nama kota tersebut oleh Jepang diganti menjadi
Jakarta pada tanggal 8 Maret 1942°. Pada hari yang sama,
pangkalan Udara Kalijati Subang, Jawa Barat diduduki. Begitu juga
kota-kota lain seperti Sukabumi, Bogor, dan Cianjur, dari Subang,
gerakan pasukan Jepang mengancam kedudukan Belanda di
Bandung. Pertempuran Lembang berhasil dengan gemilang
menghancurkan pasukan gabungan Belanda yang tidak siap
menghadapi perang besar. Ancaman kehancuran Bandung memaksa
pemerintahan Hindia Belanda mengusulkan perundingan terhadap
Jepang.”

Pada tanggal 8 Maret 1942, bertempat di Kalijati-Subang,
diadakan perundingan antara pemerintah Hindia Belanda yang
diwakili oleh Gubernur Jenderal Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van
Starkenborgh Stachhower dan Jenderal Ter Poorten dengan Tentara
Angkatan Darat Ke-16 Jepang yang diwakili oleh Letnan Jenderal
Hithosi Imamura dan Kolonel Shoji. Dalam perundingan tersebut
Imamamura mendesak pemerintahan Hindia Belanda menyerah
tanpa syarat dan mengalihkan kekuasaannya kepada Jepang. Hal itu
menjadi pilihan sulit bagi Belanda, ancaman bumi hangus terhadap
Bandung dan orang-orang sipil penting Belanda di Hindia sudah
pasti terjadi. Akhirnya ketika hari menjelang petang dan dalam
kondisi di bawah tekanan, Letnan Jenderal Ter Poorten

® Kokoh S, et al., Sejarah Daerah Jawa Barat, (Jakarta: Depdikbud, 1994),
p.204.
" Kokoh S, Sejarah Daerah... p.6.



16

menandatangani penyerahan (kapitulasi) Hindia Belanda tanpa

sayarat kepada Jepang.®

B. Pemerintahan Militer Jepang
1. Pemerintahan Pendudukan
Setelah penyerahan tanpa syarat pada tanggal 08 Maret

1942 oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan

Perang Hindia Belanda kepada Balatentara Jepang di bawah

pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, berakhirlah

pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi
ditegakan kekuatan Kemaharajaan Jepang. Indonesia memasuki
suatu periode baru, yaitu periode Pendudukan Militer Jepang.

Berbeda dengan zaman Hindia Belanda dimana hanya terdapat

satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat tiga

Pemerintahan Militer Pendudukan, yaitu :

— Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh-
lima)

— Pemerintahan ~ Militer ~ Angkatan  Darat  (Tentara
Keenambelas)

— Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan
Kedua) untuk darah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan
dan Maluku dengan pusatnya di Makasar.

Dengan berhasil didudukinya Indonesia oleh tentara

Jepang, maka mula-mula diadakan pemerintahan pendudukan

militer di pulau Jawa yang sifatnya adalah sementara. Hal ini

® Edi S. Ekadjati, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat, (Jakarta:
Depdikbud, 1981), p.11.
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adalah sesuai dengan Osamu Seirei (Undang-undang yang

dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenambelas) No. 1, pasal

1, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenambelas pada

tanggal 07 Maret 1942. Undang-undang ini menjadi pokok dari

peraturan-peraturan tata negara pada waktu pendudukan Jepang.

Undang-undang ini berisi antara lain :*

a. Pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan
militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah
ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang
sentosa dengan segera;

b. Pasal 2 : Pembesar balatentara memegang kekuasaan
pemerintah militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan
yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia
Belanda;

c. Pasal 3 : Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan
hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu
tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak
bertentangan dengan aturan pemerintah militer;

d. Pasal 4 : Bahwa balatentara Jepang akan menghormati
kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada
Jepang.

Dari undang-undang ini dapat diketahui bahwa jabatan
Gubernur Jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda,
dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu di tangan
Gubernur Jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara

Jepang di Jawa. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini

° Kan Po, No. Istimewa, Th. 2602 (1942), p.6-7
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dapat disimpulkan bahwa pemerintah militer Jepang ingin terus
menggunakan aparat pemerintahan sipil yang lama beserta para
pegawainya. Tindakan Jepang itu dimaksudkan agar
pemerintahan dapat berjalan terus dan kekacauan dapat dicegah.
Bedanya hanyalah bahwa pimpinan dipegang oleh tentara
Jepang, baik di pusat maupun di daerah. Susunan Pemerintahan
Militer Jepang terdiri atas : Gunshireikan (panglima tentara),
kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi)
merupakan pucuk pimpinannya; di bawah Saiko Shikikan
terdapat Gunseikan(kepala pemerintah militer) yang dirangkap
oleh Kepala Staf Tentara. Gunshireikan menetapkan peraturan
yang dikeluarkan oleh Gunseikan, namanya Osamu Kanrei.
Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam Kan Po (berita
pemerintah), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh
Gunseikanbu.*®

Panglima Tentara Keenambelas di pulau Jawa yang
pertama ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan
Kepala Stafnya adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Dia
diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa
dan kemudian diangkat menjadi Gunseikan. Staf pemerintahan
milter pusat dinamakan Gunseikanbu, yang terdiri dari empat
macam bu (semacam departemen) yaitu Somubu (Departemen
Urusan Umum), Zaimubu (Departemen Keuangan), Sangyobu
(Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan) dan

Kotsubu (Departemen Lalu lintas), yang kemudian ditambah

9 A.G. Pringgodigdo, Tatanegara di Djawa Pada Waktu Pendudukan Djepang:
Dari Bulan Maret Sampai Bulan Desember 1942, (Jogjakarta, 1952), p.10-13.
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dengan bu vyang kelima, yaitu Shihobu (Departemen
Kehakiman). Koordinator pemerintah militer setempat disebut
Gunseibu, yang dibentuk di Jawa Barat dengan pusatnya di
Bandung, di Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang, dan di
Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Di samping itu
dibentuk dua Koci (daerah istimewa) Surakarta dan
Yogyakarta.'!

Pada setiap Gunseibu ditempatkan beberapa komandan
militer setempat. Mereka ditugaskan untuk memulihkan
ketertiban dan keamanan serta menanamkan kekuasaan yang
sementara ini lowong. Disamping itu mereka diberi wewenang
untuk memecat para pegawai bangsa Belanda serta membentuk
pemerintahan setempat. Tetapi usaha untuk membentuk
pemerintahan setempat ternyata tidak berjalan lancar. Jepang
mengalami kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya
telah dikirimkan tetapi kapalnya tenggelam kena torpedo
Sekutu, sehingga dengan demikian terpaksa diangkat pegawai-
pegawai bangsa Indonesia. Hal itu (tanpa dikehendaki oleh
pihak Jepang pada waktu itu) menguntungkan pihak Indonesia
yang dengan demikian memperoleh pengalaman
pemerintahan.*?

Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan
pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintah Daerah,
untuk menciptakan suasana dan kerjasama yang baik. Yang

mendampingi Gubernur Jawa Barat, yakni Kolonel Matsui,

panji Poestaka, No. 26, 03 Oktober 1942, p.933.
2M. A. Azis, Japan’s Colonialism and Indonesia, (The Hague, 1955), p.158.
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adalah R. Pandu Suradiningrat yang diangkat menjadi wakil
gubernur. Sebagai pembatu wakil gubernur diangkat Atik
Suardi.

Bersamaan dengan pengangkatan wakil gubernur dan pembantu
wakil gubernur Jawa Barat itu, pada tanggal 29 April 1942
diangkat beberapa Residen yakni :

a. R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang);
b. R. A.A. Surjadjajanegara di Bogor;

c. R.A.A. Wiranatakusumah di Priangan (Bandung);

d. Pangeran Ario Suriadi di Cirebon;

R.A.A. Surjo di Pekalongan;

f. RAA. Sudjiman Martadiredja  Gandasubrata  di

Banyumas.™

@

Peraturan lainya yang sifatnya men-Jepang-kan Indonesia
adalah seperti yang dimuat di dalam Undang-undang No. 4
yakni bahwa hanya bendera Jepang yang boleh dipasang pada
hari-hari besardan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan
hanyalah lagu Kimigayo.

Selanjutnya mulai tanggal 01 April 1942, waktu (jam)
Jepang-lah yang harus dipakai. Perbedaan antara waktu Jepang
(waktu Tokyo) dan waktu di Jawa, pada zaman pendudukan
adalah 90 menit. Sejak saat itu waktu lama yakni jam pada
jaman Hindia Belanda, yang sama dengan WIB yang sekarang
tidak dipakai lagi. Mulai tanggal 29 April 1942 tarikh yang
harus dipakai ialah tarikh Sumera dan tahun Masehi adalah

sama dengan tahun 2602 Sumera. Demikian pula sejak itu

BAsia Raja, 04 Mei 1942
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setiap tahun rakyat Indoensia diwajibkan merayakan hari raya
Tencosetsu, yakni hari lahirnya Kaisar Hirohito.'

Dalam soal keuangan, menurut Undang-undang No. 2
tertanggal 08 Maret 1942 ditetapkan bahwa untuk kepentingan
jual-beli dan pembayaran lainnya, mata uang yang berlaku ialah
uang Rupiah Hindia Belanda. Pemakaian mata uang lain
dilarang keras.

2. Struktur PemerintahanMiliter

Pada bulan Agustus 1942 usaha pemerintah militer Jepang
meningkat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 27
(tentang aturan pemerintah daerah) dan Undang-undang No.28
(tentang aturan pemerintahan Syu dan Tokubetsu Syi, yang
menunjukkan berakhirnya masa pemerintahan sementara.
Kedua Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan
daripada struktur pemerintahan setelah datangnya tenaga
pemerintahan sipil Jepang di pulau Jawa. Mereka mulai
dipekerjakan  pada  badan-badan  pemerintahan  guna
melaksanakan tujuan reorganisasi Jepang Yyang hendak
menjadikan pulau Jawa sebagai sumber perbekalan perangnya
di Wilayah Selatan. Oleh karena itu, aparat-aparat pemerintahan
harus berada di bawah kekuasaan bangsa Jepang, terbukti
dengan jumlah pegawainya yang ada di pulau Jawa.*

Menurut Undang-undang No.27 (yaitu undang-undang
tentang perubahan tata pemerintahan daerah) seluruh pulau

Jawa dan Madura, kecuali kedua Koci Surakarta dan

1 pandji Poestaka, No. 2, 18 April 1942
> Menurut M.A. Azis jumlah pegawai Jepang di Jawa ada 23.242 orang
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Yogyakarta, dibagi atas Syu, Syi, Ken, Gun, Son dan Ku. Daerah
Syu sama dengan Karesidenan dahulu yang terbagi atas Syi dan
Ken. Daerah Syi sama dengan daerah Stadsgemeente dahulu
(istilah sekarang Kotapraja), daerah Ken sama dengan
Kabupaten, daerah Gun sama dengan Kewedanan atau District,
daerah Son sama dengan Kecamatan atau Onderdistrict,
sedangkan Ku sama dengan Kelurahan atau Desa dahulu.
Selaku kepala daerah pada Syi, Ken, Gun, Son, dan Ku masing-
masing diangkat seorang Syico, Kenco, Gunco, Sonco, dan
Kuco. Dengan demikian pembagian daerah pemerintahan yang
pada zaman Hindia Belanda terdiri atas Provinsi Jawa Barat,
Jawa Tengah dan Jawa Timur dihapuskan.®

Sebagai gantinya pada tanggal 08 Agustus 1942 ditetapkan
daerah pemerintahan yang tertinggi ialah Syu. Jumlahnya di
pulau Jawa ada 17, terdiri dari Banten, Batavia, Bogor,
Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati,
Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki
dan Madura. Meskipun tidak ada perubahan struktural, namun
terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemerintahannya.
Meskipun luas daerah Syu sama dengan karesidenan dahulu,
namun fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residentie dahulu
merupakan daerah pembantu gubernur (Resident). Sedangkan
Syu merupakan pemerintahan daerah yang tertinggi dan
berotonomi, di bawah seorang Syucokan yang kedudukannya
sama dengan seorang gubernur. Seorang Syucokan memegang

kekuasaan tertinggi di daerah Shu karena ia mempunyai

18 pringgodigdo, Tatanegara di Djawa ... p.22-23.
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kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga dapat disebutkan
sebagai satu otokrasi yang terdapat dari bawah sampai ke atas.
Dengan demikian struktur pemerintahan Syu berbeda dengan
struktur pemerintahan Residentiepada zaman Hindia Belanda,
karena shucokan kekuasaannya sama dengan gubernur,
meskipun daerah kekuasaannya seluas daerah residentie
(setingkat wilayah kecamatan sekarang).*’

Dalam melaksanakan tugasnya Shucokan dibantu oleh
Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan) yang mempunyai
tigaBu (bagian) sebagai berikut:

a. Naiseibu (baigan pemerintahan umum);
b. Keizaibu (bagian ekonomi);
c. Keisatsubu (bagian kepolisian).

Para Shucokan secara resmi dilantik oleh Gunseikan pada
bulan September 1942. Pelantikan tersebut merupakan awal
daripada pelaksanaan organisasi pemerintahan daerah, dan
penyingkiran  pegawai-pegawai Indonesia yang pernah
digunakan untuk sementara waktu dari kedudukan yang

tinggi.*®

C. Kebijakan Jepang Terhadap Umat Islam
Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun
merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam
sejarah Indonesia. Sebelum serbuan Jepang tidak ada satupun

tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia.

" Harry J. Benda, et al., Japanese Military Administration in Indonesia, ( New
Haven: Yale University, 1965), p.66.
'8 pringgodigdo, Tatanegara di Djawa ... p.23
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Pada 9 Maret 1942, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda,
Jenderal Ter Poorten, bersama Gubernur Jenderal Pemerintah
kolonial Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, akhirnya
menyerahkan Indonesia tanpa sarat kepada Jepang, masa
pendudukan Jepang pun dimulai.*®

Menurut Benda, terdapat tiga perbedaan kebijakan antara
Belanda dan Jepang terhadap Umat Islam pada khususnya, dan
rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu:?° Pertama, pada masa
penjajahan Belanda, yang menjadi sandaran politik kolonial
adalah kaum priyayi, sedangkan pada masa pendudukan Jepang
adalah golongan Islam dan nasionalis sekuler. Kedua, pada masa
penjajahan Belanda, pemimpin nasionalis sekuler mengalami
penindasan, seperti diasingkan, sedangkan pada masa Jepang
pemimpin nasionalis sekuler diakui secara resmi dan diangkat
menjadi pejabat dalam pemerintahan militer Jepang. Ketiga,
pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memberi angin segar
kepada golongan Islam, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang
justru sebaliknya. Pemerintah Jepang meningkatkan posisi Islam
baik dalam bidang sosial-religius maupun dalam bidang politik.

Terlepas dari segala kekejaman yang dirasakan sebagai akibat
langsung dari situasi perang, strategi politik Jepang bukanlah
terletak pada politik penindasan fisik. Strategi dasar Jepang dengan
cara memobilitasi rakyat, demi tercapainya kemenangan Asia

¥ M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Terj. Satrio Wahono

dkk(Jakarta: Serambi, 2008), 298.

“HarryJ. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa

Pendudukan Jepang, Terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980),p.234-243
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Timur Raya.”! Jepang memahami Indonesia dengan mayoritas umat
Islam. Oleh karena itu, diletakkan dasar kebijakan dalam membina
teritorialnya, dikenal dengan kebijakan menurut Harry J. Benda
disebut Nippon’s Islamic Grass Root Policy Yaitu Kebijakan
Politik Jepang atas umat Islam untuk mengekploitasi tokoh-tokoh
muslim dan ulama hingga ke tingkat desa.?®
Kedatangan Jepang langsung dirasakan oleh umat Islam, hal
ini di tengarai dengan beroperasinya Shumubu (Kantor Urusan
Agama) yang diketuai oleh Kolonel Horie pada bulan Maret 1942,
di ibu kota®, dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya yang
bernama Shumuka di seluruh Indonesia. Dengan dibentuknya
kantor cabang ini diharapkan mampu mengadakan kontak yang
lebih rapat dengan pengurus pusat di Jakarta.?* Shumubu berfungsi
kurang lebih seperti Office for Native Affairs (Kantor Urusan
Pribumi) pada masa Belanda, tetapi dalam perkembangannya
Shumubu menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi
Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan
Keagamaan Umum.”
Benda menulis :
“Dengan didirikannya Shumuka di daerah-daerah telah

diletakkan dasar bagi pengawasan yang efektif terhadap
masalah-masalah agama di seluruh Jawa di perwakilan-

21 Taufik Abdullah, et al., Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: MUI, 2003),
p. 195.

22 ). Benda, Bulan Sabit..., p.139.

28 ). Benda, Bulan Sabit..., p.142.

2. Benda, Bulan Sabit..., p.197.

Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi
Terpimpin, 1959-1965, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 20.
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perwakilan gerakan Islam. Tambahan pula kontak di
kalangan pejabat-pejabat ini dan antara mereka dengan
Kantor Urusan Agama di Jakarta diadakan secara
teratur”

Penciptaan Shumuka itu sekaligus memotong tali kekuasaan
“korps priyai” di pedesaan yang selama ini menjadi panutan dan
rujukan semua persoalan rakyat, termasuk persoalan agama. Benda
mengutip  sumber  pemerintahan  militer  Jepang  yang
memperlihatkan dengan sangat jelas tujuan itu :

“(kami ingin) para bupati dan semua pejabat lainnya
yang di masa lalu ada hubungannya dengan urusan
agama untuk mengerti sejelas mungkin... tujuan kami
membangun (kantor baru) shumuka sehingga mereka
bisa berusaha selancar-lancarnya untuk melaksanakan
instruksi pemerintaha yang berkaitan dengan agama
islam.”?®

Sekaligus dengan langkah itu pula pemerintahan militer Jepang
mengikis peran organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya
memperoleh banyak konsesi. Shumubu merupakan konsesi paling
signifikan yang diberikan Jepang pada Umat Islam, dengan
diangkatnya Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Kantor,
posisi tertinggi pertama di pusat yang dijabat oleh bukan orang
Jepang. Namun, sesuai dengan reorganisasi  Shumubu,
Djajadiningrat harus mundur dan posisinya digantikan oleh K.H.
Hasjim Asy’ari, Ketua Masyumi, Federasi baru bentukan Jepang.

Akan tetapi Shumubu tidak dapat bekerja sebagaimana yang
diharapkan Jepang untuk memobilitas rakyat, karena umat Islam

saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing. Oleh karena itu,

%) Benda, Bulan Sabit... p.198.
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Kolonel Hori digantikan oleh Dr. Hoesein Djajaningrat, sebagai
pakar agama Islam, namun tidak pernah memimpin organisasi
sosial Islam, maka tidak mempunyai pengaruh juga pada umat
Islam. Kemudian diadakan lagi reorganisasi Shumubu dengan
menggantikan ketua Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy’ari. K.H.
Hasyim Asy’ari, adalah seorang ulama dari pesantren Tebu Ireng.”’
Akibat baru saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan
Sinkerei (menghormati ke arah matahari terbit), maka aktivitas
harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim. Pemerintah
Jepang juga mengadakan pelatihan penghulu, urusan-urusan
kenegaraan, dan lain sebagainya.?

Sebagaimana penjajah-penjajah lainnya, pertimbangan utama
Jepang tetaplah politik. Pendekatan Jepang terhadap Islam hanyalah
untuk kepentingan politik semata. Oleh karena kepentingan yang
terbesar adalah politik, maka Jepang tidak segan-segan
mengizinkan ulama untuk membentuk laskar seperti Hizbullah. 1zin
Jepang ini mempunyai tujuan agar Hizbullah dapat mendukung
dalam perang melawan Sekutu. Kaum muslimin menduduki bagian
penting dalam organ politik pemerintahan Jepang.”®

Namun demikian, tindakan Jepang ini, terlepas dari motif di
belakangnya, membawa pengaruh yang positif bagi umat Islam
dalam bidang politik. Dalam diri umat Islam muncul rasa percaya
diri karena bertambahnya peranan umat Islam dalam pemerintahan

pendudukan Jepang. Selain itu, dengan dibentuknya laskar

" Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik..., p. 20-21.

% Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (Yogyakarta:
Shalahuddin Press, 1994), p. 25.

# J. Benda, Bulan Sabit..., p.216.
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Hizbullah, umat Islam dapat menggunakan senjata-senjata modern,
sesuatu yang sama sekali tidak mungkin mereka alami pada masa
penjajahan Belanda.®

Pada masa Revolusi, laskar-laskar tersebut berperan aktif
dalam perlawanan terhadap Belanda. Di antara semboyan
keagamaan yang sangat populer pada waktu itu ialah “hidup mulia
atau mati syahid”. Semboyan semacam ini semakin membakar
semangat pemuda Islam untuk cepat-cepat meraih kemerdekaan
yang sudah terlalu lama terlepas dari tangan.*

Selain itu, Jepang juga mendorong dan memberi prioritas
kepada kalangan Islam untuk mendirikan organisasi sendiri. Untuk
pertama kali dalam sejarah modern, pemerintah di Indonesia secara
resmi memberi tempat yang penting kepada kalangan Islam.
Pemerintah Jepang secara berangsur-angsur mengakui organisasi-
organisasi Islam, tetapi tidak membolehkan pendirian kembali
organisasi-organisasi nasionalis sebelum perang, misalnya seperti
Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada tanggal 10 September 1943
Muhammadiyah dan NU disahkan kembali, disusul dengan
Perikatan Umat Islam (sebelumnya bernama Persyarikatan Ulama)
di Majalengka pada tanggal 1 Februari 1944 dan Persatuan Umat
Islam di Sukabumi.®

Menurut Deliar Noer ada beberapa faktor yang mendorong

Jepang mensahkan kembali ormas-ormas Islam. Pertama, Jepang

% Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: LP3ES,

1985), p. 99.

¥ Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik..., p. 21.
%2 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-196,5 (Jakarta: Grafiti

Pers, 1987), p.23.
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mengalami kemunduran kedudukan dalam Perang Pasifik. Hal itu
menyebabkan Jepang memerlukan bantuan yang lebih besar dari
rakyat, khususnya penduduk di daerah pedesaan. Oleh karena itu
diperlukan suatu organisasi yang dipatuhi oleh penduduk. Kedua,
Kenyataan bahwa organisasi-organisasi tersebut, walau tidak resmi,
masih melanjutkan kegiatan mereka dengan pimpinan dan guru-
guru setempat, bahkan masih sering menjaga koordinasi di antara
sesama mereka. Hubungan tidak resmi tersebut mempersulit Jepang
dalam melakukan pengawasan. Lewat pengesahan, maka
pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Ketiga, pengakuan
Jepang terhadap fungsi PUTERA dan kemudian Himpunan
Kebaktian Rakyat (Jawa Hokokai) yang tidak mampu memperoleh
dukungan penuh dari kalangan Islam. Keempat, Jepang tampaknya
ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang telah diperbuatnya
terhadap kalangan Islam, seperti mewajibkan pelaksanaan upacara
sinkerei, menahan K.H. Hasyim Asya’ari selama empat bulan, dan
menutup beberapa madrasah dan pesantren selama beberapa bulan
pada awal pendudukan.®

Upaya Jepang dalam pembuatan wadah organisasinya belum
menemukan hasil yang maksimal , maka kemudian Jepang
menghidupkan kembali MIAI. MIAI, Berbeda dengan Gerakan
Tiga A, PUTERA, dan Jawa Hokokai, MIAI bukanlah organisasi
yang dibentuk oleh Jepang. MIAI adalah organisasi Islam yang
didirikan pada tanggal 18-21 September 1937 di Surabaya, yang
diprakarsai oleh beberapa tokoh, di antaranya: Wondoamiseno
(sekretaris), K.H. Mas Mansyur (bendahara), Abdul Wahab

% Deliar Noer, Nasional, 1945-796,5...,p.23-24.
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Hasbullah, Muhammad Dahlan (anggota), dan organisasi-organisasi
Islam yang ada di Indonesia, seperti: Muhammaddiyah, PSII, Al-
Irsyad dan lainnya. MIAI didirakan bertujuan untuk menyatukan
seluruh organisasi Islam dibawah satu bendera, mendorong
kerjasama menyelesaikan permasalahan umat Islam, memperkuat
hubungan dengan Islam diluar negeri, meningkatkan keimanan, dan
membentuk kongres muslim Indonesia.**

Organisasi MIAI merupakan organisasi Islam yang dibiarkan
berkembang oleh Jepang, karena Jepang menganggap bahwa MIAI
sangat anti Barat. Bahkan, Jepang ikut mendorong berkembangnya
organisasi tersebut dengan memberikan sumbangan dan mendirikan
masjid-masjid di beberapa wilayah. Sayangnya, MIAI pun tidak
bisa dimanfaatkan oleh Jepang, sehingga terpaksa dibubarkan pada
bulan Oktober 1943, karena dinilai anti Jepang. Kemudian Jepang
membentuk organisasi federative baru yaitu MASYUMI (Majlis
Syura Muslimin Indonesia) dengan pendukung utamanya berasal
dari Muhammaddiyah dan NU.*

Menurut Benda, terbentuknya MASYUMI merupakan
“kemenangan politik Jepang terhadap Islam.” Memang tidak dapat
dibantah, MASYUMI dibentuk untuk mendukung pemerintah
pendudukan Jepang. Namun, beberapa pemimpinnya berusaha
melencengkan tujuan tersebut, seperti diakui oleh K.H. Wahid

Hasyim.

¥ Latiful Khulug, Fajar Kebangkitan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy ari,
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“Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah:
mengendalikan dan merapatkan perhubungan antara
perkumpulan-perkumpulan Agama Islam di Jawa dan
madura, serta memimpin dan memelihara pekerjaan
perkumpulan-perkumpulan itu untuk mempertinggi
peradaban, agar supaya segenap umat islam membantu
dan menyumbangkan tenaganya untuk membentuk
Lingkungan kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya
di bawah pimpinan Dai Nippon, yang memang sesuali
dengan perintah Allah.”%

Penciptaan MASYUMI ini menurut Benda “tak ayal lagi
merupakan kemenangan politik Jepang terhadap Islam”. Dengan
langkah itu Jepang sekaligus berhasil menghapus bayang-bayang
MIALI, federasi yang selama ini dikenal “anti-kolonial” dan yang,
sejak zaman Belanda, sudah mewakili berbagai kelompok Islam,
serta mempensiunkan Wondoamiseno, ketua MIAI dari PSII (Partai
Sarikat Islam Indonesia) yang dikenal “non-kooperatif”. Sebagai
gantinya, Jepang mengangkat K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri NU,
sebagai ketua MASYUMI.%

Dibawah pimpinan K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Mas
Mansyur. MASYUMI pun tidak tumbuh sesuai dengan keinginan
Jepang, bahkan pada akhirnya organisasi tersebut tumbuh menjadi
pusat kekuatan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Serta masih
banyak lagi organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang sebagai
upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Dukungan yang besar terhadap golongan Islam menyebabkan

golongan nasionalis sekuler mengalami kemerosotan sehingga tidak

% Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia,
(Jakarta: Gunung Mulia, 2004), p.220-221.
%7) Benda, Bulan Sabit ... p.185.
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mampu menyaingi MASYUMI. Namun demikian, perkembangan
berikutnya berbalik arah. Menjelang proklamasi, terutama setelah
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) dibentuk pada 29 April 1945, Jepang memberikan
dukungan porsi yang lebih besar kepada golongan nasionalis
sekuler daripada golongan Islam. Jepang tampaknya lebih
mempersiapkan golongan nasionalis sekuler untuk memegang
kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam persaingan
kepemimpinan nasional, golongan Islam gagal menandingi
popularitas golongan nasionalis sekuler, terutama Ir. Soekarno dan
Hatta.®

Dalam banyak segi kebijakan yang diambil Jepang sangat
berlawanan dengan kebijakan agama pada zaman Belanda.
Pemerintah militer Jepang umumnya dianggap menaruh perhatian
yang besar terhadap Islam Indonesia, serta memberikan peran sosial
dan politik yang penting kepada para pemimpin Islam.*

Kolonialisme Jepang memang tidak memiliki kemahiran
akademik dan perlengkapan ilmiah seperti pendahulunya, tetapi
secara mendasar ia sangat menyadari pentingnya Islam sebagai
unsur kekuatan di Indonesia. Dukungan Islam sangat diinginkan
oleh Jepang untuk kepentingan perang Asia-Rayanya. Jepang
menginginkan orientasi dan komitmen Islam Indonesia mengarah
ke “matahari terbit”. Dalam hal ini, maka pengaruh Belanda dan

Arab penting untuk segera dikikis di Indonesia. Kerangka politik ini

8 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara..., p.151.
*Anas Saidi, Menekuk Agama, Membangun Tahta, (Depok:Desantara, 2004),
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jelas membuat Jepang di satu sisi bersikap represif terhadap Islam
di Indonesia dan disisi lain bersifat akomodatif = dengan
memberikannya berbagai konsesi.

Pada bulan-bulan pertama, Jepang melarang beroperasinya
organisasi-organisasi dan paratai-partai Islam, melarang pengajaran
dan penggunaan tulisan dan bahasa Arab, mengatur dan mengontrol
pendidikan Islam, dan permintaan ijin untuk mempertemukan
pertemuan keagamaan. Namun diantara tindak represif itu, Jepang
juga melansir beberapa kegiatan yang kendati tujuannya
“mobilisasi” Islam Indonesia, juga bisa dianggap sebagai “konsesi”
pada Islam Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan dampak
tindakan itu pasca-kemerdekaan.

Aiko Kurasawa mencatat ada tiga tindakan penting yang
dilakukan Pemerintah Militer Jepang untuk meraih dukungan dan
simpati Islam ini. Pertama, Pendirian organisasi Islam, Masyumi.
Kedua, pembentukan seksi urusan keagamaan di setiap
pemerintahan karesidenan. Dan Ketiga, penyelenggaraan program
“latihan alim ulama”.*°

Pendirian seksi-seksi keagamaan (Shumuka) di setiap
Karesidenan pada dasarnya merupakan pengembangan dari
Kantoor voor het Indlandsche Zaken (kantor urusan pribumi) yang
ada pada masa Belanda (Shumubu, untuk tingkat pusatnya). Namun
watak politis lembaga ini meningkat tajam, selain dengan
pengembangannya ke setiap Karesidenan, adalah juga perluasan
bidang garapannya yang sebelumnya terbagi diantara Departemem

dalam Negeri, Kehakiman, Pendidikan, dan Peibadatan Umum.
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Selain itu, di Shumbu inilah pertama kalinya pribumi dan muslim
mendapatkan kedudukan politik di pemerintahan yang tinggi.
Sebelumnya, pada zaman Belanda, kontrol atau pengaturan
masalah-masalah agama ini diserahkan kepada penghulu yang
terkait dengan Bupati. Keduanya dianggap berada di luar dunia
Islam karena pejabatnya selalu terdiri dari para priyai.

Ada empat seksi dalam Shumubu ini, yaitu: Kesatu, Seksi
Urusan Umum dan Kristen, Kedua, Manajemen dan Islam, Ketiga,
Seksi Kontrol dan Bimbingan Organisasi Keagamaan, serta
penelitian, dan Keempat,Propaganda, Latihan dan Penertiban
Berkala.

Kendati jelas sejak awalnya lembaga Shumubu dan
MASYUMI ini dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan Islam
terhadap Jepang namun peran yang dimainkan kedua lembaga ini
menjadi akhir dari kebijakan Belanda yang memisahkan antara
agama dan politik. Pemimpin umat Islam yang sebelumnya tidak
percaya, kini sebagai golongan yang terpadu yang mempunyai
hubungan langsung dengan badan pemerintahan tertinggi. Islam
telah memperoleh kedudukan istimewa dalam sistem politik, yang
didalamnya suatu aparat keagamaan telah dibangun sejajar dengan
administrasi pemerintahan duniawi.**

MASYUMI mengawali peran politis Umat Islam dalam sejarah
Indonesia merdeka. Sedangkan Kantor Urusan Agama adalah
lembaga yang kini menjadi Departemen Agamaadalah sebuah

departemen dimana Umat Islam terutama mengatur dan
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menegosiasikan kepentingan-kepentingan keagamaan mereka.
Kendati departemen agama ini memberi perhatian pada agama-
agama lain, tetapi kepada Islam-lah perhatiannya banyak tercurah.
Potret singkat ini menunjukkan bahwa kebijakan Jepang dalam
banyak hal, sangat berbeda dengan yang dirumuskan oleh Belanda,
terutama dalam hal kedudukan Umat Islam. Kendati demikian,
bukan berarti apa yang telah dirumuskan oleh Belanda hilang sama
sekali. Jejak-jejak kebijakan politik agama kolonial itu
menggoreskan pengaruhnya yang penting dalam kebijakan politik
agama pada masa-masa selanjutnya, setelah Indonesia merdeka.



